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Abstract;
Government is inisiator and communicator of public policy. Message (content) of
formulated policy should fuifill element of social justice for all Indonesian citize*
.ocommunication is a process which where we could understand and be understood by
other people. Communication is a dynamic process
existed situation". A good policy should understand
that connected to the PolicY. ' I
Keywords;
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L TEGARA DAN KESEJAHTERAAI{ WARGA NEGARA
Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umun mencerdaskan kehidupan
bangsa menuju gerbang kemerdekaan r"g* Indonesia yang merdeka' bersatu' berdaulat'
adil dan makmur (Pembukaan UUD 1945)'
Setiap kebijakan publik yang dihasilkan
dalam nafas ini, apalah arti sebuah kebijakan jika
and constantlY changeable with
and be understood bY all PeoPle
di bumi Indonesia ini, hendaknya selalu
tidak mencerminkan kebutuhan populasi
taryefiya, kebijakan-kebijakan yang membuat watga negata lndonesia betbalngqa dalam
setiap aspek kehidupan bernegaranya'
Negara dikarakteristitt<an sebagai hubungan barang-barang publik' sebuah pilihan
kebijakan publik yang bijakr*u, ,""*u signifikan meningkatkan kesejalrteraan seluruh
masyarakat (Weingast 2006: 21). Sedangkan Adam Smith {1776) menyatakan bahwa perao
negffa menyangkut ekonomi, interaksi antar:a proses politik dan ekonomi' distribusi
kekuasaan berbasis properly dan kesejahteraan. simodi (1815) menyatakan bahwa tujuan
pemerintah adalah feUanagiuan manusia yang ada dalam masyarakat' Kebaikan 
fisik manusia
yang dihesilkan oleh pemerintahnya, 
"dd; obyek politik ekonomi 
(kuliah Prof' Deddy
Tikson, ph.D tangg at iOrctZO11). Negara harus dapat menjamin tersedianya barang-barang
publik dalam jumlah yang cukup, guna memenuhi kebutuhan warga negaranya'
Pemerintah yang merupakan penyelenggara kehidupan negala dari sudut pandang
poritik ekonomi, dapat dipandang sebagai i"rtit*i poritik juga institusi ekonomi. Pemerintah
sebagai institusi politik, dianggap cocok untuk mencapai keadilan dengan mendorong
kebebasan, persarnaJm, dan keteraturan. Namun, pemerintah juga mempunyai potensi
signifikan untuk melanggar ide ini (clark, 1998: 12)- Pemerintah sebagai lembaga ekonomi'
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Fmerintah itu unik karena dalam penerapan hukum dapat diterapkan pada semua orang
:alam yurisdiksinya dan dapat dipaksa melalui kekuatan yang sah. Salah satu alasan w.uga
=gara menyetujui wewenang pemerintah adalah untuk menjamin keadilan, tapi pemerintah
- 
uga berkontribusi terhadap sasaran ekonomis yakni; efisiensi, pertumbuhan, dan stabilitas
Clark, 1998: 15).
Barry Clark dalam Political Economy: A Comparative Approach (1998:. xii)
:nenguraikan perspektif politik ekonomi menjadi 4 perspektif yakni; Classical Liberal,
?adical, Conservative, dan Modern Liberal. Tiaptiap perspektif ini mempuryai definisinya
=asing-masing tentang peran pemerintah. Dari perspektif Liberal Klasih pemerintah bukan
:atuk mendukung kepentingan publik, bukan juga melayani sebagai pengawal yang setia
=enjaga hak milik dan hak azasi warga negara. Sebaliknya; pemerintah adalah predator
-nekan, menarik uang dari warga negara dan membatasi kebebasan mereka. Pemerintah
:,Jalah alat utama kelompok yang kuat untuk mengamankan keuntungan mereka dan menekan
s$ama warga negara. Pada akhirnya, pemerintah adalah birokrasi yang tidak efisien,
=enghamburkan sumberdaya sambil menyediakan layanan yffig, bagi sebagian orang, tidak
-nting atau dihasilkan oleh sektor swasta dengan harga rendah (Clark, 2006: 109).
sedangkan perspektif Radikal membagi pandangan mereka atas peran pemerintah ke dalam 3
=ham: Instrumentalism, pandartgan ini memperlakukan pemerintah sebagai instrument yang
- gnnakan oleh "ruling class" untuk mendukung kepentingannya; Structuralisn, setuju
:engan pandangan instrumentalisme bahwa fungsi utama pemerintah untuk melayani
sepentingan kelas kapitalis, tapi mereka mengklaim bahwa peran ini diatur oleh struktur
:konomi daripada oleh "ruling class"; Class struggle theory. Paham ini melihat politik
=bagai arena konflik kepentingan kelas yang bersaingan mencapai dominasi. Pemerintah
rialah "contested instrumenf' secara potensial mtrmpu melayani kepentingan borjuis atau
::oletar tergantung pada keseimbangan kekuasaan keias pada setiap waktu. Akan halnya
?enpektif Konservatif, melihat ketika individu menolak mengakui wewenang dalam
seluarg4 tempat kerjq dan masyarakat, pemerintah harus menjadi cukup berkuasa untuk
-,encegah pencarian kepentingan individual menghasilkan kekacauan. Terakhir, Perspektif
Liberal Modern berpendapat bahwa konsentrasi pada kesejahteraan dan kekuasaan dalam
-egara industrial, menantang Liberal Modern memandang pemerintah sebagai administrator
..ang setia dan penjaga kepentingan publik yang tak berpihak.
Dengan beragam pandangan di atas, Adam Smith punya pendapatnya sendiri tentang
:-gas pemerintah dengan menyatalian; menurut system kebebasan alamiatr, penguasa
:rempunyai tiga tugas yang harus dipenuhinya; tiga tugas penting: tentu saja, dengan
:cmahaman umum yang sederhana dan mudah dipahami: pertama, fugas untuk menjaga
=as;-arakat dari kekerasan dan invasi dari masyarakat independen lainnya; kedua, tugas wrtuk
:;njaga, sejauh mungkin, setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan setiap
iiggotanya, atau tugas membangun administrasi peradilan; ketiga tugas untuk mendirikan dan
:.emeiihara tugas publik tertentu dan lembaga publik tertentu; yang bukan untuk kepentingar
:ublisitas Edisi 01 Nomor 2 / Desember 201 2 25i
Kes ej aht er aan dan Ko muni kas i Angriani Alamsyat
individual, atau sekelouipok kecil individu; karena profit tidak dapat dibayarkan kembali atar
pengeluaran individu dan sejumlah kecil individu, walaupun hal tersebut biasanya lebil
sering daripada membayarlonnya kembali pada masyarakat yang lebih besar (1776-1737
651) dalam Caporaso, {1992:,44).
Adam Smith juga menyatakan bahwa pemerintah harus mencetak dan me,lrgatu
suplai uang, menyediakan "barang publik' tertentu seperti pertahanan nasional, pelabuhan
dan jalan, ser&a memungut pajak untuk membiayai fungsinya (Clark, 1998:108). Barang.
barang ini harus disediakan oleh pemerintah karena pihak swasta tidak mungkin menyediekar
barang ini, sebab bagi mereka semrur ini butuh investasi besar dengan ketidakjelasa
keuntungari.
Beras yang juga barang publik, juga salah satu bahan pokok yang adr
dalam daftar sembako menuurt fiepmen No ll5lmppkepl2/1998, Sembako adatal
kependekan dari sembilan bahan pokok yang terdiri dari beras, gula pasr, minyak gorent
dan margarin, daging (sapi dan ayam), telur ayam, susu, jagung, minyak tanah dan garam ber.
iodium. Dengan dimasukkannya beras sebagai salah satu balran pokok maka pemerintal
mengambil tanggungiawab laogsung untuk tidak membiarkan stok barang dan harganyz
menjadi liar mengikuti mekanisme pasar. Walau pemerintah Indonesia menghormati pasa
bebas, tapi sepanjang menyangkut sembako, maka pemerintah hmus siap turun tangar
menormalkan situasi. Demi tercapainya "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'
(Pancasila sila ke-5).
II. KOMUMKASI
Komunikasi mempunyai definisi yang beragam. Frank E. X. Dance (1976), seomnf
sarjana Amerika yang menekuni bidang komunikasi, menginventarisasi 126 definis
komunikasi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Dari definisi-definisi ini ia rnenemukar
adaaya 15 (lima belas) komponen konseptual pokok. Berikut adalah gambaran mengena
kelima belas komponen tersebut disertai dengan contoh-contoh definisinya (Sendjaja" 1994
t9-21).
1. Sinrbol-simboUverbaUujaran. "Komunikasi adalah perfukaran pikiran atau gagasar
socara verbal" (Hoben, 1954).
2. Pengertian/pemahaman. "Komunikasi adalah suatu proses dengan mana kita bisz
memahami dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi merupakan proses yanf
dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku" (Anderson
I 9s9).
3. Interaksiftrubungan/proses sosial. "Interaksi, juga dalam tingkatan biologis, adalal
salah satu perwujudan komunikasi, karena tanpa komunikasi tindakan-tindakar
kebersamaan tidak akan terjadi" (Mead, 1963).
4- Pengurangan ketidakpastian. "Komunikasi timbul didorong oleh kebuhrhan-kebufuhar
untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secqla efektif, mempertahankan atar
memperkuat ego" (Barnlund, 1964).
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5. Proses. " Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian,
dan lain-lain, melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar,
angka-angka, dan lain-lain (Berelson dan Steiner,1964).
6. Pengalihan/penyampaian/pertukaran. "Penggunaan kata komunikasi tampaknya
menunjuk kepada adanya sesuatu yang dialihkan dari suatu benda atau orang ke benda
atau orang lainnya. Kata komunikasi kadang-kadang menunjuk pada apa yang
dialihkao, a\at apa yang dipakai sebagai saluran pengalihan, atau menuqjuk kepada
keseluruhan proses upaya pengalihan. Dalam banyak kasus, apa yang dialihkan itu
kemudian menjadi milik atau bagian bersama. Oleh karena itu komunikasi juga
menuntut adanyapartisipasi." (Ayer, 1 955).
7. Menghubungkan/menggabungkan. "Kornunikasi adalah suatu proses yang
menghubungkan satu bagian dalam kehidupan dengan bagian lainnya" (Ruesch,
1957). " {
8. Kebersamaan "Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang
semula dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang
atau lebih (Gode, 1959).
9. Sahxan/alatljatw. "Komunikasi adalah alat pengiriman pesan-pesan kemiliteran
perintah/order, dan lain-lain, seperti telegraf, telepon, radio, kurir, dan lain-lain"
(American College Dictionary).
10. Replikasi memod. "Komunikasi adalah proses yang mengarahkan perhatian seseomng
dengan tujuan mereplikasi memori" {Cartier dan Harwood, 1 953 ).
11. Tanggapan diskriminatif. "Kormrnikasi adalah tanggapan diskriminatif dari dari suatu
organisme terhadap suatu stimulus" (Stevens, 1950).
12. Stimuli. o'Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai penyampaian informasi yang
berisikan stimuli diskriminatif, dari suatu sumber terhadap penerima" (Newcomb,
1e66).
13. Tujuanlkesengajaan. 'oKornunikasi pada dasarnya penyampaian pesan yang disengaja
dari sumber terhadap penerima dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku pihak
penerima" (Miller, 1966).
Waktu/situasi. ooProses komunikasi merupakan suatu transisi dari suatu keseluruhan
strultur situasi ke situasi yang lain sesuai pola yang diinginkan" (Sondel, 1956).
Kekuasaanlkekuatan. "Komunikasi adalah mekanisme yang menimbulkan kekuatan
kekuasaan" (Scharter, 1 95 1 ).
Deddy Mulyana (2000: 3-35) mengemukakan empat fungsi komunikasi, yakni:
Sebagai komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya
mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita,
aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar
dari tekanan dan ketegangan, antata lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur,
tur
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dan memupuk hubirngan dengan orang lain. Melalui komunikasi kita bekerja sama
dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
b. Sebagai komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan
mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi
instrumen untuk menyampaikan pemsarul-pe(as&m (emosi) kita. Perasazm-pemsaan
tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal'
c. Sebagai komunikasi ritual. Erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif adalah
komunikasi ritual, yang biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering
melalsgkan upaca1a-upacala berlainan sepanlang t*rurr darr separrlang hrdup, )anB
disebut para antropolog sebagai rites of psssage, mulai dati upacara kelahiran,
sunatan, ulang tahun (nyanyi Happy Birthday dan pemotongan kue), pertunangan
\tne\anan,:Smnt::rl\l),*p'mp-'1x,$,ss$e-s'k<Sgdsas-<sq-tra=
sawer, dan sebagunya), ulang tahun perkawinan, hingga upacara kematian- DaIm
afrara-afiara itu orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku
tertentu yang bersifat simbolik. Ritus-ritus lain seperti berdoa (salat, sembahyang
misa), membaca kitab suci, naik haji, upacara bendera menyanyikan lagu
kebangsaan), Lrpacara wisuda, peruyaan Idul Fitri atau Natal, juga adalah komunikasi
ritual. Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebrJ
menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, suktl bangsa, neg€lra
ideologi, atau agama mereka
d. Sebagai komunikasi instrumental. Kamunikasi instrumental mempr,tnyai beberapt
tujuan gmgm: menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dar
keyakinan, dan mengubah prilaku atau menggerakan tindakan, dan juga unful
menghibur.
Disamping fungsi komunikasi di atas, kita juga mengenal adanya unsur-unsr
komunikasi, antara lain:
1. Komunikator.
2. Komunikan.
3. Media.
4. Pesan.
5. Tanggapan.
TII. KEMISKINAI{, KELAPARAN, BERAS, & MORALITAS KEINDONESIAAN
ooBukan lautan hanya kotam susu, kail dan jala cukup menghidupimu"
*Tiada badai tiadataufan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu"
..Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanannant"
Lagu Koes Plus di'atas akhirnya cuma jadi lagu memori yang liriknya hanya dap
dikenang dengan perasaan miris. Indonesia yang ada pada lagu itu, bukanlah Indonesia yan
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sekarang. Indonesia yang sekarang adarah Indonesia terseok-seok akibat diperkosa 
oleh warga
negaranya sendiri ;.k rj, ,u*u d.rrgan para aktor neo-imperialisme, untuk mencapai
keuntungan yang sebesar-besarnya dari sedalam-dalamnya penderitaan rakyat'
Indonesia yang katanya gemah ripatr loh jinawi, mempunyai beberapa daerah yang
merupakan lumbung beras tapi angka penduduk miskinnya menurut sgrvey 
yang dilalcukan
oleh sebuah lennbaga di Eropa baru-baru ini, sebesar 100 juta, bahkan sumber lain
mengatakan 150 juta jiwa. Dengan penetapan Extreme Poverty Line oleh Bank Dunia (world
Bank)yakni sebesar us$ 2/hari. Artinya satu keluarga dengan 2 orarryanak dikatakan miskin
jika penghasilannya kurang dari Rp 1,128.000/bu1an. Dengan standar itu ada 63 juta rakyat
Indonesia yang berada dalam kemiskinan yang ekstrim dan 126 iuta yang miskin moderate
(Blog by A.Nizami, 2008).
Programpenanggulangankemiskinan;iangselamainidigalakkanolehpemerintah
misalnya dengan Bantuan Langsung Tunai (yang pada tahun 2008 saja sudah mencapai 54
trilyun rupiah dalam berbagai program) tidak berdampak pada peningkatan taraf hidup
masyarakat. Kesalahan pendataan orang miskin, juga menjadi penyebab gagalnya progam
pengentasan kemiskinan yang ditalnrkan oteh pemerintah. Bantuan pemerintah kepada
masyarakat miskin, umumnya hanyalah bantuan yang bersifat temporer' hanya habis 
untuk
dibelikan barang konsumsi, bukan untgk modal usaha yang dapat mereka gunakan 
trntuk
mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. Matahan, bantuan seperti itu hanya membuat
masyarakat menjadi malas dan manja'
Kemiskinan tentu saja berdampak langsung pada kelaparan, hal ini disebabkan antara
lain oleh kebijakan pemerintah yang keliru yang ditunjukkan dengan kegagalannya
mengontrol harga t<eUutuhan pokok rakyat, sehingga banyak masyarakat yang tidak 
mampu
membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Jika kita lihat secara makro, mengapa
kemiskinan bisa terjadi, karena pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang
cukup bagi warga negaranyg sehingga banyak dati mereka yang melalorkan pekerjaan
seadanya dengan upah seadanyu p,rtu, ,"hiogga belum dapat membuatnya menjadi "manusia"
karena untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, mereka masih belum mampu'
Beras, merupakan makanan pokok bangsa lndonesia' Hampir semua lauk asli
Indonesia kurang purli6 tidak dimakan dengan nasi. Namun bagi sebagian besar penduduk
Indonesiao beras masih menjadi barang *"*utt yang kadang sangat sulit untuk diperoleh'
Pemerintah yang memegang amanah rakyat, seharusnya tidak berpangku tangan dalam
menghadapi kenyataan menyedihkan ini. Harus ada kebijakan dan langkah besar yang disertai
itikad baik dari para pembuat kebijakan hingga para pelaksana kebijakan di level yang paling
bawah untuk mengatasi masalah besar ini. Negara ini tidak sepantasnya mengalami 
kelaparan
di tengah luasnya lahan sawah yang kita miliki, namun sebagian warga negara kita seperti
ikan yang mati kehausan di dalam air, mati kelaparan di negara penghasil beras'
Dalam uu No 7 Tahun 1gg6 Tentang Pangan dikatakan 
o'Bahwa pangan sebagai
komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang 
jujur dan
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bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyaxakat serti
turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional". Semua ini hanya janj
manis untuk memperbaiki citra pemerintah yang berkuas4 kenyataannya tragedi kelaparat
yang terjadi di Indonesia Raya ini malah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukar
import beras yang pada akhirnya akan menguntungkan sekelompok omng saja. "Dukungan'
pemerintah berupa penghapusan pajak impor beras, makin menarnbah carut marut persoalar
pangan di Indonesia. Impor beras sebagai solusi penanganan rav/an paogan telah meletakkal
pangan semata-mata sebagai barang dagangan, dan melupakan bahwa pangan juga bagian dar
sistem sosial, buday4 ekonomi dan spiritual masyarakat Indonesia. Akibatnya impor bera
telah merusak sistem pangan ruasyarakat seperti terpinggirnya aneka pangan lokal. Berita dat
"Detik Finance" (Kamis 27171201,1) menyatakan bahwa Indonesia mengimpor lagr beras dar
Vietnam sebesar 500.000 ton, merrambah satu bukti ketidakseriusan pemerintah dalan
menangani masalah paogan di Indonebia.
Jika kita mengacu pengelompokan negara berdasarkan kekuatan dan peran ekonom
di dalarn system ekonomi dunia: core, semi-periphery, dan periphery (Tikson,20ll: 12-13)
maka dengan kenyataan yang di atas, maka kita masuk dalam negara periphery. Hal in
dikarenakan kebijakan politik ekonomi kita cenderung melindungi para investor dari lua
negeri sehingga negara ini hanya menjadi "sapi perahan" para pemodal asing Cari negar
core.
Jika kalimat yang tertera dalam butir *menimbang" di atas, (Bahwa pangan .....da
seterusnya) datam UU No 7 Tahun 1,996, tidak dapat dipenuhi dengan baik, sudah bisa kit
bayangkan, apa yang terjadi selanjutnya pada pasal-pasal IJU tersebut. Jika apa yan
termaktub dalam UU ini dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pelaksananya mular dar
mentri hingga "street level buresucracy", maka tidak akan ada lagi berita gizi buruk, busun
lapar, kelaparan, angka kematian akibat gizi buruk, rakyat yang makan beras aking dan lain
lain. Tapi kenyataannya semua itu masih tetap terjadi dan konsisten di bumi Ladonesia tercinl
ini. Sekali lagi pemerintah gagal menjalankan perannya seperti yang termaktub dalam past
34 UUD 1945. Indonesia bertekad menurunkan tingkat kerawanan pangan, yakni pendudu
yang mengkonsumsi kurang dari 1.400 KKal per hari yang saat ini mencapai 14,47 persen da
ditargetkan turun menjadi 8,50 persen pada 2015. Tapi dengan kenyataan yang ada" ketahana
pangan rnasih menjadi angan belaka.
rv. (REKOMENDASI) KEBIJAKAN BERAS Dl INDONESIA
Dengan berbagai fenomena di atas, pemerintah yang dalam hal ini adalah inisiat<
sekaligus komunikator sebuah kebijakan perlu kiranya menyusun suatu kebijakan panga
yang lebih pro rakyat, kebijakan yang dipenuhi itikat baik para pembuatnya, bukan kebijaka
pangan yang hanya menguntungkan oligarki pengru$a dan pengusaha bukan puia kebijaka
pesanao yang menginjak-injak harga diri bangsa.
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Isi kebijakan yang merupakan unsur pesan dalam komunikasi hendaknya dalam
:afas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelaparan yang terjadi di Indonesia
:anyalah akibat dari kesalatran penanganan pangan dari para penguasa yang bekerja sama
iEagan para pengusaha untuk mencapai keuntungan bagi kelompok mereka sendiri.
Jika kita hubungkan dengan fungsi komunikasi, maka sebuah kebijakan berfungsi
*eb,agai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk
r.:mbangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh
urlahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Selain memenuhi fungsi ini sebuah
'i.:iiakan juga memenuhi fungsi sebagai komunikasi instrumental yang bertujuan
rnginfornrasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah
daku atau menggerakan tindakan, dan juga untuk menghibur.
Secara umum UU No 7 Tahun '1996, merrxurg telah banyak bicara tentang
ganan pangan, namun ada beberapa pasal dalam UU No 7 1996 yang layak menjadi
tian kita, antara lain; Pasal 2l (d) Pangarr yang mengandung bahan yang kotor, busuk,
",k, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari
gkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia. Bukan sekali dua kali
mendengar raskin yang bau tengilq yang kotorannya lebih banyak dari berasny4 sehingga
dapat dibedakan itu beras yang mengandung kotoran, atau kotoran yang ada beras.
Eaw'asan atas hal ini perlu diperkeiat. Pasal2T (3) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau
status gizi masyarakat, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bagi perbaikan
pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan. Apa yang bisa dikatakan tentang pasal
-i buruk masih menjadi hal yang momok menakutkan di negara ini. Pasal 45 (1)
bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan ;
lrelam rangka mewujudkan ketahanarl pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
.nuh menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan
ap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi,
. merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Yang dimaksud masyarakat pada
)ataannya adalah pengimpor beras yang mencari keuntungan ditengah kelaparan yang
warga negara Indonesia. Masyarakat pada ayat (2) perlu ditinjau ulang, karena pada
-.annya ada masyarakat Indonesia yang betul-betul tidak mampu untuk membeli beras.
Sebelum membuat kebijakan apapun, ada baiknya kita melihat segala potensi.
kekuatan, kelemahan yang ada pada kita Sesuai dengan definisi komunikasi yang
an oleh Anderson (1959) bahwa komunikasi adalah suatu proses dengan mana kita
rahami dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi merupakan proses yang dinamis
., konsian berubah sesuai dengan situasi yang berlaku.
Kebijakan yang baik adalah kebijakan. yang memang betul-betul memenuhi rasa
siapapun yang tersangkut paut dengan kebijakan tersebut. Dari salah satu sumber
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beras nasional per iut'* adalah 237 i$a x 13e ks/tahun =
32,943,000,000 kg/tahun atau 32,943 3*u to' beras' Jika rendemen rata-rata 
60Yo' matz
dibutuhkan 54,905 juta ton Gabah r".irrg Giling (GKG). Jika Rata-rata produksi 
per n:
sawahadalah5ton(GKG)perpanen,*uftukebutuhanluassawahadalah54'905jutaio:
GKG dibagi 5 ton: 10, 981 juta ha dengan asumsi setahun panen sekali' Jika setahun 
pane:
Zkalimaka dibutuhkan 5,490 juta ha. Apabila setahun panen 3 kali hanya dibutuhkan 
3'&;-
juta ha. Data di BPN menunjukkan bahwa tahun 20o4,tota1 sawah di Indonesia 
tercatat 8.9,.:
j,rta ha terdiri dari lahan irigasi 7,314juta ha dan nonirigasi i'589 juta ha' Data Dept=
menunjukkan luas sawah 7,79 juiztra' Setatu ada perbedaan data antar instansi 
pemerinte-
Jika kita menggunakan angka minimal ada 7 juta lahan sawah irigasi maka sebenam"':
produksi rninimal beras nasional kita adatrah 7 ifiax 5 ton per ha x 3 kali panen: 
105 i'::
GKGpertahunatau63jutatonberaspertahun.Artinyasebenarnyaselaluadasurplusber:s
senilai; 63 juta ton-f2,943juta ton :30,057juta ton per tahun (Fadil Korim' Kompasiana 
1:
Agustus 2010). Jika kita sudah mengetahui kebut*h.an beras masyarakat, dan 
potensi r':-i
kita miliki, maka tugas pemerintah selanjutnya untuk menyusun langkah-langkah 
strale=
dalam kebijakan pangannya untuk *"o"upui ketahanan pangan yang dicita-citakan'
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digambarkan bahwa berdasarkan data sensus penduduk 2010, 
penduduk kita berjumlah 2-1.
juta jiwa sedangkan kebutuhan konsumsi p"tt"n1t" ""Ti,1:';i'?.:: 'jt,tT"',rff,,=
saya mengajukan beberapa hal yang bisa ddadikan bahan pertimbangan 
un:s
perbaikan kebijakan pangan ke depan'
.1. Produksi (Pet*ni)
Terkait dengan uosur tanggapan dalam uosur komunikasi, kebijakan pangan 
yang dibuat le:t:
memperhatikankehidrp*p*upetanidenganmemberikemudahanuntukmemperolehb:T:
pupuk, peralatan membajak, mesin p"tgoruh gabah dan iain-lain' Koperasi 
hendab't
menjadi pemasok utama dari barang-b;*g produksi ini sehingga sekali lagi 
sebagai $r;:'l
pemberdayaaan ekonomi rakyat. Karena dilndo"etia ada beragam 
jenis beras' maka s€=-ilr!
jenis beras yang ada perlu dibuat daftarnya, dibuat standar baku mutu bagi setiap 
jeni-=':-
lalu menetapkan standar harga batu uagi setiap jenis beras tersebut' Apabila 
jenis btet
tertentu dikirim antar propinsi, harga pengiriman tentu harus diperhitungkan'
petugas Penyuluh Lapangan perlu kembali diberdayakan untuk dapat membimbing FE.sl
secara te-knis agar kebijakan pangan yang ada dapat diterapkan dilapangan'
Kerja sama antara departeme' pertar,iun dengan perguruan tinggi iuga perlu 
digalaklian e.:'E-r:
lain untuk m"mp".oi"h diversifikasi jenis beras yang lebih unggul dari yang telai: 
-*:"''
dipasaran, juga dalarn hal pemberantasan hama dan penyakit padi' transformasi 
tek:: -';gr
pertanian dan rain-rain. Kesemua har ini pada akhimya diharapkan dapat 
meningsr-r:rm""""""
standar mutu beras Indonesia sehingga setara dengan standar 
beras internasion&,' \'ang ;'"r'"
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lu:irnya kita tidak perlu lagi mengimpor beras karena kita telah dapat memenuhi kebutuhan
ierdiri.
s Distribusi@engusaha)
}rgusaha harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri terlebih dahulu
m:ngan harga jual yang lebih rendah dari standar eksport. Jumlah eksport pengusaha dibatasi,
pajak yang rasional, yang pada akhimya dikembalikan untuk keperluan petani. Jika
pengusaha yang ingin mengimpor beras, harus dengan alasan yang jelas, misalnya beras
but adalah beras khusus untuk penderita diabetes yang tidak diproduksi di dalam negeri,
un pajak impor ini harus benar-benar diperhitungkan. Standar harga dalam negeri yang
rendah daripada standar harga eksport, agar setiap warga negara terjamin hakuya unhrk
membeli beras, sehingga tidak perlu lagi ada impor beras yang disebabkan oleh
beras ataupun kekurangan cadangan beras.
Konsumsi (Konsumen)
gan penanganan produksi dan distribusi yang baik, maka konsumen dapat terpenuhi
utuhannya akan beras, dengan jaminan hak-hak konsumen yang lebih pasti. Akan halnya
rakyat miskin, jika telah diperoleh angka dan lokasi yang akurat, maka dipastikan
ka memperoleh beras gratis dengan standar mutu yang sama dengan beras di pasaran.
kartel seperti AlfaMidi, AlfaMart, IndTim, dan lainlain menjadi tempat
aran kupon beras gratis yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah.
dengan cara ini, tidak ada lagi bentuk korupsi beras untuk rakyat miskin.
ha1 ini, Kementrian Pertanian harus dapat memperkuat institusinya mulai dari mentri
gga PPL untuk dapat menjamin penerapan dan keberhasilan kebijakan kernentriannya.
un tentu saja mereka tidak dapat berdiri sendiri, kementrian perdagangan, kesehatan,
';lruan tinggi, hanyalah beberapa institusi yang terhubung dengan kebijakan ini. Yang
ting dari semua itu adalah itikad baik pembuat tian pelaksana kebijakan, serta dukungan
A warga negara Indonesia sehingga terwujudlah kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh
ia negara Indonesia serta terangkatnya kembali harkat dan martabat bangsa ini di mata
Bergerak dari periphery ke semi-periphery dengan harapan pada akhirnya menjadi
core.
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